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Abstrak

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAl memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman penjajahan
Belanda hingga menjadi salah satu perusahaan transportasi kereta api terbesar di Indonesia saat ini.
Perkembangan zaman mempengaruhi keberlangsungan kehidupan, perkembangan teknologi dan inovasi,
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyediakan berbagai jenis pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan
preferensi penumpang. Pada angkutan Lebaran 2024 ini, kereta kelas ekonomi menjadi favorit
masyarakat dengan jumlah penumpang sebanyak 3.166.650 orang. Disusul kelas eksekutif
sebanyak 1.044.050 penumpang, kelas bisnis sebanyak 172.911 penumpang, kelas luxury
sebanyak 12.941 penumpang, dan compartment suite sebanyak 1.573 penumpang. Jumlah
penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024 selama 22 hari ini meningkat 14% dibanding
angkutan Lebaran 2023 sebanyak 3.841.954 penumpang.

Kata Kunci: transportasi; penumpang; pelayanan.

Abstract

PT Kereta Api Indonesia (Persero) or KAl has a long history that began during the Dutch colonial era to
become one of the largest railway transportation companies in Indonesia today. The development of the
times affects the sustainability of life, the development of technology and innovation, PT Kereta Api
Indonesia (Persero) provides various types of services to meet the needs and preferences of passengers.
In this 2024 Eid transportation, economy class trains are the public's favorite with a total of
3,166,650 passengers. Followed by executive class as many as 1,044,050 passengers, business
class as many as 172,911 passengers, luxury class as many as 12,941 passengers, and
compartment suites as many as 1,573 passengers. The number of passengers during the 2024 Eid
transportation period for 22 days increased by 14% compared to the 2023 Eid transportation of
3,841,954 passengers.

Keyword: transportation, passengers, services

1. Pendahuluan

Pelayanan merujuk pada segala aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh suatu
organisasi atau individu untuk memenuhi kebutuhan, permintaan, atau harapan pelanggan atau
pihak lain yang dilayani. Pelayanan yang baik dicirikan oleh beberapa faktor utama:

A. Ketersediaan: Kemudahan dalam mengakses layanan dan produk yang ditawarkan.
Responsif: Kecepatan dan tanggap dalam merespon kebutuhan atau permintaan
pelanggan.

B. Kualitas: Mutu atau standar yang konsisten dalam menyediakan produk atau layanan.
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C. Personalisasi: Kemampuan untuk menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan atau
preferensi individu pelanggan.

D. Kepercayaan: Membangun hubungan saling percaya antara penyedia layanan dan
pelanggan.

E. Pelayanan yang baik tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek emosional
dan interaksi antarmanusia yang dapat memengaruhi pengalaman keseluruhan
pelanggan. Organisasi yang berfokus pada pelayanan yang baik cenderung lebih mampu
mempertahankan dan menarik pelanggan baru, serta membangun citra positif di mata
masyarakat.

Perkembangan pesat teknologi dan internet juga berdampak pada industri keuangan di Indonesia,
terutama dengan munculnya Teknologi Keuangan (Financial Technology), yang umumnya
dikenal sebagai fintech (Fattah et al., 2022). Fintech adalah lembaga keuangan non-bank yang
memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai nasabahnya. Lembaga keuangan berperan
sebagai perantara antara mereka yang memiliki dana surplus dan mereka yang membutuhkan
dana, memainkan peran penting dalam sistem keuangan (B et al., 2024). Fintech, terutama di
sektor keuangan, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Fintech
diyakini dapat menyederhanakan transaksi keuangan dan memberikan akses ke berbagai
layanan keuangan seperti pinjaman dan pembiayaan. Sebagai contoh, individu sekarang dapat
dengan mudah mengajukan pinjaman melalui aplikasi yang disediakan oleh startup atau
perusahaan yang menawarkan layanan tersebut (Tasya, 2022).

Fintech mencakup berbagai jenis layanan, termasuk fintech pembayaran, fintech SaaS
keuangan, fintech pasar modal, fintech pendanaan kolektif, dan P2P (Peer-to-Peer) lending
(Mukhtar & Rahayu, 2019). Dalam penelitian ini, kita akan fokus pada P2P lending, yang
mengacu pada peminjaman dan pemberian pinjaman uang melalui platform berbasis teknologi.
P2P lending menawarkan peluang baru bagi individu dan badan hukum untuk mendapatkan
pinjaman dengan syarat yang mudah dan efisien. Di sisi lain, P2P lending juga mengakomodasi
individu yang ingin berinvestasi dengan menyediakan pendanaan bagi startup atau perusahaan
fintech. Dalam layanan P2P lending, perusahaan fintech bertindak sebagai perantara yang
menghubungkan pemberi pinjaman (investor/kreditor) dengan peminjam (debitur) melalui
perjanjian pinjaman elektronik yang difasilitasi oleh aplikasi fintech.

Perjanjian pinjaman elektronik dalam fintech umumnya dikenal sebagai kontrak elektronik.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), memberikan
pengakuan hukum bagi kontrak elektronik yang umum digunakan dalam fintech. Menurut
Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak melalui
sistem elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga independen yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bertanggung
jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan (Nisantika et al., 2022).
Peran OJK adalah memastikan bahwa kegiatan keuangan dilakukan secara tertib, adil,
transparan, dan akuntabel, sambil melindungi kepentingan pengguna jasa keuangan. OJK telah
mengeluarkan beberapa peraturan terkait fintech, termasuk Peraturan OJK No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan P2P Lending Berbasis Teknologi. Peraturan ini
mengharuskan penyedia fintech untuk mendaftar dan memperoleh izin dari OJK. OJK juga telah
mengeluarkan Surat Edaran No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Teknologi Informasi dalam Layanan P2P Lending Berbasis Teknologi.

Menurut data OJK per November 2017, dana P2P lending fintech mencapai Rp1,9 triliun,
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 20% per bulan. Pada Januari 2018, terdapat 33
perusahaan fintech P2P terdaftar di OJK, termasuk fintech berbasis syariah, dan 119 perusahaan
dalam daftar tunggu. Jumlah peminjam di perusahaan fintech mencapai 260.000 orang, dengan
nilai pinjaman sebesar Rp2,56 triliun. Pada April 2020, terdapat 127 perusahaan fintech terdaftar
di Indonesia, dengan hanya 25 perusahaan yang memiliki izin P2P lending dari OJK (Putra et al.,
2023). Meskipun fintech menawarkan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dengan
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memberikan akses ke berbagai layanan, masih perlu untuk mengkaji perlindungan hukum bagi
pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman berbasis teknologi, terutama dalam konteks P2P
lending. Berdasarkan diskusi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
"Analisis Yuridis terhadap Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Perjanjian P2P Lending
Berbasis Teknologi Fintech.".

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi masyarakat Kota
Banda Aceh tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan fintech. Metode deskriptif
digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan pengumpulan data dari responden
menggunakan pendekatan cross-sectional survey (Hanyfah et al., 2022). Dalam penelitian ini,
responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 15 pernyataan terkait persepsi
mereka terhadap fintech. Pernyataan-pernyataan tersebut mungkin mencakup aspek-aspek
seperti kepercayaan pada keamanan dan privasi, kenyamanan penggunaan, manfaat finansial
yang diberikan, dan kemudahan akses. Metode cross-sectional survey yang digunakan
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sampel yang representatif dari populasi
masyarakat Kota Banda Aceh. Dengan mengumpulkan data tentang persepsi masyarakat
terhadap fintech, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang
penerimaan dan penggunaan fintech di komunitas ini. Analisis data akan dilakukan untuk
mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari jawaban responden. Hasil analisis ini akan
digunakan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap fintech, termasuk tingkat
penerimaan, kepercayaan, dan tingkat kepuasan penggunaan. Penelitian ini memiliki potensi
untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan layanan fintech di Kota Banda
Aceh. Dengan memahami persepsi masyarakat terhadap fintech, pihak terkait dapat
mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan merancang strategi yang lebih baik untuk
memperluas penggunaan fintech di komunitas ini.

3. Hasil dan Pembahasan
a. Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Oleh Fintech

Melalui platform P2P lending, pemberi pinjaman dapat menemukan calon penerima
pinjaman yang memenuhi syarat dan memilih untuk memberikan dana kepada mereka. Penerima
pinjaman juga memiliki keuntungan karena dapat memperoleh pinjaman dengan proses yang
lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional (Yahya et al., 2020).
Namun, dengan kemudahan dan kecepatan ini, juga ada risiko yang perlu diperhatikan. Penerima
pinjaman harus memahami dan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh
penyelenggara platform. Mereka juga harus bertanggung jawab dalam membayar pinjaman
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Alfhica Rezita Sari, 2018).

Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi fintech,
terutama P2P lending, sangat penting untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua
pihak yang terlibat. Peraturan OJK No. 77 tahun 2016 telah mengatur beberapa aspek yang
melindungi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Salah satu aspek penting yang diatur
adalah batasan jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh penyelenggara fintech kepada
penerima pinjaman (Novita & Imanullah, 2020). Hal ini dilakukan untuk mencegah penerima
pinjaman terjebak dalam hutang yang tidak terkendali dan melindungi pemberi pinjaman dari
risiko yang terlalu tinggi (POJK No. 77 tahun 2016). Selain itu, peraturan ini juga mengatur
penetapan suku bunga yang wajar. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik suku bunga yang
tidak adil atau merugikan pihak penerima pinjaman (POJK No. 77 tahun 2016).

Transparansi juga menjadi fokus dalam peraturan ini. Penyelenggara fintech diwajibkan
menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada penerima pinjaman mengenai syarat-
syarat pinjaman, biaya-biaya terkait, suku bunga, dan ketentuan lainnya (Devanti & Mutimatun
Ni‘ami, 2022). Hal ini bertujuan agar penerima pinjaman memiliki pemahaman yang jelas
mengenai keseluruhan transaksi dan tidak terjadi kebingungan atau penipuan (POJK No. 77
tahun 2016). Peraturan ini juga memberikan aturan mengenai mitigasi risiko. Penyelenggara
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fintech diharuskan melakukan penilaian yang cermat terhadap calon penerima pinjaman,
termasuk analisis kelayakan kredit, untuk meminimalkan risiko kredit yang mungkin timbul. Hal
ini penting untuk melindungi pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar (POJK No. 77 tahun 2016).
Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pemberi
pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara fintech diharuskan menyediakan saluran yang
jelas dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi pinjam
meminjam (POJK No. 77 tahun 2016).

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan ada perlindungan hukum yang lebih baik
bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta mengurangi risiko yang terkait dengan
transaksi pinjam meminjam melalui platform fintech. Namun, penting bagi pihak-pihak yang
terlibat untuk memahami dan mematuhi peraturan ini guna menjaga keadilan dan keamanan
dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi fintech.

. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis
Teknologi Fintech Berdasarkan Peraturan Ojk No. 77 Tahun 2016

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis
teknologi fintech didasarkan pada Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 (Nasari, 2022). Peraturan
ini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
dalam transaksi pinjam meminjam melalui platform fintech. Berikut adalah beberapa poin penting
mengenai perlindungan hukum tersebut (Kalsum, 2021):

1. Pembatasan Jumlah Pinjaman: Peraturan OJK menetapkan batasan jumlah pinjaman yang
dapat diberikan oleh penyelenggara fintech kepada penerima pinjaman. Hal ini bertujuan
untuk menghindari risiko yang terlalu tinggi dan melindungi penerima pinjaman dari beban
hutang yang berlebihan.

2. Penetapan Suku Bunga yang Wajar: Peraturan ini juga mengatur penetapan suku bunga yang
wajar oleh penyelenggara fintech. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik suku bunga
yang tidak adil atau merugikan pihak penerima pinjaman.

3. Perlindungan Transparansi: Peraturan OJK mewajibkan penyelenggara fintech untuk
memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada penerima pinjaman mengenai
syarat-syarat pinjaman, biaya-biaya terkait, suku bunga, dan ketentuan lainnya. Hal ini
bertujuan agar penerima pinjaman memiliki pemahaman yang jelas mengenai keseluruhan
transaksi dan tidak terjadi kebingungan atau penipuan.

4. Mitigasi Risiko: Peraturan ini juga memberikan aturan mengenai mitigasi risiko bagi pemberi
pinjaman. Penyelenggara fintech diharuskan melakukan penilaian yang cermat terhadap
calon penerima pinjaman, termasuk analisis kelayakan kredit, untuk meminimalkan risiko
kredit yang mungkin timbul.

5. Penyelesaian Sengketa: Peraturan OJK juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa
antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara fintech diharuskan
menyediakan saluran yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin
timbul dalam transaksi pinjam meminjam.

Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang
aman, adil, dan transparan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam
berbasis teknologi fintech (Satria & Handoyo, 2022). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan
akan ada perlindungan yang lebih baik bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta
mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam melalui platform fintech.

Perlindungan hukum dalam konteks keuangan sangat penting untuk menjamin keamanan
dan keadilan bagi konsumen serta pemberi pinjaman. Dalam industri layanan keuangan,
kemajuan teknologi telah mengubah cara produk dan layanan dipasarkan, termasuk di sektor
fintech. Fintech, terutama peer to peer lending, menyediakan akses pinjaman yang mudah,
namun juga membawa risiko seperti risiko kredit. Salah satu peraturan yang mengatur
perlindungan hukum dalam industri ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.
77/POJK.01/2016. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan secara preventif dan
represif bagi pemberi pinjaman (Riyono, 2020). Beberapa aspek yang diatur meliputi pembatasan
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jumlah pinjaman, penetapan suku bunga yang wajar, perlindungan transparansi, dan mitigasi
risiko. Selain itu, ada juga regulasi yang berfokus pada Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan. Meskipun telah ada peraturan yang ada, perlindungan hukum perlu terus ditingkatkan,
terutama dalam hal mitigasi risiko kredit. Penyelenggara fintech perlu melakukan penilaian yang
cermat terhadap calon penerima pinjaman dan memberikan informasi yang detail kepada
pemberi pinjaman sebagai langkah untuk mengurangi risiko. Peran OJK sangat penting dalam
mengawasi pelaksanaan peraturan dan memastikan perlindungan konsumen terjadi. OJK
berfungsi sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi kegiatan fintech. Namun, karena
industri fintech terus berkembang, penting untuk terus memperhatikan dan memperbarui regulasi
guna mengikuti perkembangan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum, kerjasama antara regulator, industri
fintech, dan pihak terkait lainnya juga penting. Hal ini dapat melibatkan pelatihan dan edukasi
bagi penyelenggara fintech dalam menerapkan praktik terbaik, serta kesadaran konsumen akan
hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan layanan fintech, perlindungan hukum
dalam industri fintech merupakan aspek penting yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan.
Dengan adanya peraturan yang jelas, penilaian yang cermat terhadap calon penerima pinjaman,
dan pengawasan yang efektif dari regulator, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang
lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam layanan keuangan digital.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai
berikut: Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh memiliki persepsi yang
sangat baik terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan fintech. Mayoritas responden
meyakini bahwa fintech memiliki manfaat yang besar dan mudah digunakan dalam kehidupan
sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi fintech telah diterima dengan baik oleh
masyarakat, dan mereka melihat nilai positif dalam memanfaatkannya untuk mengakses
berbagai layanan keuangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa perkembangan fintech juga
diiringi oleh munculnya perusahaan fintech ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena
itu, regulasi dan pengawasan yang ketat dari OJK dan AFPI perlu diterapkan untuk memastikan
bahwa perusahaan fintech yang beroperasi telah memenuhi persyaratan dan mematuhi
ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan fintech dapat memberikan manfaat yang
signifikan bagi masyarakat jika dijalankan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,
sehingga memberikan akses yang lebih mudah dan efisien terhadap layanan keuangan.
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